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T E N T A N G

V IS U A L IS A S I P E L A Y A N A N  P A D A  P E N G A D IL A N  N E G E R I K A N D A N G A N  K E L A S  IB

MENIMBANG

MENGINGAT

K E T U A  P E N G A D IL A N  N E G E R I K A N D A N G A N  K E L A S  IB

: a. Bahwa dalam rangka suksesnya akreditasi penjam inan m utu  di Pengadilan Negeri, 

maka sesuai dengan Surat Keputusan D irektu r Jenderal Badan Peradilan Umum 

M ahkam ah Agung RI nom or 1639/DJUSK/OTO.1/2015 te lah d ib e n tu kT im  Akreditasi 

Internal un tuk melakukan penila ian dan penjam inan m utu  pada Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;

b. Bahwa akreditasi penjam inan m utu  ini adalah untuk m ew ujudkan perfo rm a/k inerja  

pengadilan Indonesia yang unggu l/p rim a (Indonesia Court Performance  

Excellent/ICPE);

c. Bahwa untuk dapat m eraih pred ikat peradilan Indonesia yang unggu l/p rim a 

(Indonesia Court Performance Excellent/ICPE), maka perlu adanya kom itm en 

bersama dari seluruh ja jaran Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB guna 

menyamakan gerak dan langkah dem i te rw u judnya  pengadilan yang berstandar 

akreditasi penjam inan m utu .

1. Undang-undang N om or 14 Tahun 1985 ten tang  M ahkamah Agung RI sebagaimana 

te lah  diubah dan d itam bah dengan undang-undang N om or 5 Tahun 2004 te rakh ir 

dengan Undang-undang nom or 3 Tahun 2009 ten tang  M ahkam ah Agung RI;

2. Undang-undang RI nom or 2 tahun 1986 ten tang  peradilan um um  sebagaimana telah 

diubah dan d itam bah dengan undang-undang nom or 49 tahun 2009;

3. Undang-undang N om or 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nom or 14 Tahun 2008 ten tang  Keterbukaan Inform asi Publik;

5. Surat Keputusan Ketua M ahkam ah Agung RI N om or 1-114/KM A/SK /I/2011 ten tang 

Pedoman Pelayanan Inform asi di Pengadilan;

6. Peraturan M ahkamah Agung RI nom or 9 tahun 2016 ten tang  pedom an penanganan 

pengaduan (WHISTLEBLOWING SYSTEM) di M ahkam ah Agung dan badan peradilan 

yang berada dibawahnya;

7. Peraturan Komisi Inform asi nom or 1 tahun 2010 ten tang estandar layanan inform asi 

publik;

8. Surat edaran Mahkamah Agung RI nom or 03 tahun 2010 ten tang  penerim aan tam u;

9. Surat keputusan D irektu r Jenderal Badan Peradilan Umum MARI nom or : 

1639/DJUSK/OTO. 1/2015 ten tang  pem bentukan Tim Akreditasi Internal.

-



M E M U T U S K A N

M enetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Pembuatan dan pemasangan papan Visualisasi di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Keputusan ini d iberikan kepada yang berkepentingan untuk d iketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini m ulai berlaku sejak tanggal d ite tapkan dengan ketentuan bahwa

apabila te rdapa t kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


